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: TENTANG

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANI'AR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR ?

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Menimbang : a. bahwa penyelenggiraan urusan wajib bidang kesehatan
di Kabupaten Perukal Abab Lematang Ilir merupakan
pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada
Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai tolak ukur;

b. bahwa Standar Pelnyanan Minimal merupakan tolak ukur
dan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam
melakukan pelayat.an dasar kepada masyarakat;

(o3 bahwa berdasa'kan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b, maka dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan dan
Pencapaian Stande r Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Dazrah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nonor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesi: 1821);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesi: Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembsran Negara Republik Indonesia Tahun ‘



MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DAN
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
KESEHATAN DI LINGKIJNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATAIG ILIR

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal :

| Dalam Peraturan ini yang dimaksud denga1 :

Daerah adalah Kabupaten Penukal Abub Lematang Ilir;

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerir :ah Penukal Abab Lematang Ilir ;

Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

unsur pembantu Bupati dalam peny:lenggaraan pemerintah daerah yang

terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekrelariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga

Teknis Daerah, dan Kecamatan;

Dinas Daerah adalah Dinas Kabupater| Penukal Abab Lematang Ilir;

Urusan Wajib adalah Urusan Pemerin/ahan yang berkaitan dengan hak dan

pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh

Peraturan Perundang-undangan kepacda Daerah;

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah

ketentuan tentang jenis dan mutu peliyanan dasar yang merupakan urusan

wajib daerah yang berhak diperoleh se:iap warga secara minimal;

Pelayanan dasar kepada masyarakit adalah fungsi pemerintah dalam

memberikan dan mengurus keperlua: kebutuhan dasar masyarakat untuk

meningkatkan taraf kesejahteraan mavyarakat;

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan

daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang

kesehatan,

. Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan teknis c.i bidang kesehatan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintihan dan pelayanan umum di bidang
kesehatan,

c. Pelaksanaan dan pembinaan di bicang kesehatan;

d. Pengendalian, pembinaan dan pengawasar sebagian kegiatan teknis
operasional dan/ atau penunjang ¢i bidang kesehatan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang cliberikan Bupati sesuai tugas dan
fungsinya.

BAB II
STANDAR PELAYANAN MINI'MAL BIDANG KESEHATAN

Pasa.: 2

Y Pemerintah Kabupaten menyelenggzarakan pelayanan bidang Kesehatan
1 berdasarkan SPM;

n. SPM sebagaimana dimaksud pade ayat (1) merupakan target pelayanan
Pemerintahan Dalam Negeri yaig meliputi: jenis pelayanan dasar,
indikator kinerja, nilai SPM dan balas waktu pencapaian;

T it i e



Indikator dan target SPM Bidang Ke:ehatan, sebagaimana tercantum pada
' lampiran I Peraturan ini.

BAB 11
PENGORGANISASIAN

Pasal 3

‘Bupati bertanggung jawab dalam penyeleriggaraan pelayanan berdasarkan SPM
'yang dilaksanakan oleh SKPD.

BAB 'V
PELAKSANAAN

Pasal 4

1. SPM yang ditetapkan, merupakan acuan dalam perencanaan program
pencapaian target Pemerintah Daerith;

2. SPM sebagaimana dimaksud dalan: perencanaan prograim pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai standar Teknis yang ditetapkan.

BAB V
MONITORING DN EVALUASI

Pasal 5

1. SKPD yang melaksanakan pelayanan dibidang Kesehatan menyampaikan
laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM;
2. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan

Bupati dalam melaksanakan monitcring dan evaluasi penerapan SPM.

BAB V1
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian kesatu

Pasa. 6

1. Bupati melaksanakan pembinaar. terhadap pelaksanaan pelayanan
minimal di Bidang Kesehatan;

2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

perhitungan kebutuhan pelayaniian bidang kesehatan;

penyusunan rencana kerja dan Standar Kinerja Pencapaian Target SPM

penilaian pengukuran kinerja;

penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggaraan pemenuhan SPM

di Bidang Kesehatan.

pao o

Bagian I"edua
Pengawasan

Pasa 7

1. Bupati melaksanakan pengawas&a:i dalam penyelenggaraan pelayanan



Kesehatan;
;15 2. Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan
. kepada Kementerian atau Lembaga terkait.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
| Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal
. Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal\d Aeew 2015

PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, A{

.

4——'/-—-_
H. HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal '3 At 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

AMIRUDDIN TJIKMAT
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

TAHUN 2015 NOMOR
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